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MOTTO

“... Allah Swt akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan 

beberapa derajat...’1

(Qs. Al-Mujadalah: 11)

Kupersembahkan untuk:
# Ayahanda dan Ibunda tercinta
# Saudara-saudaraku tersayang 
h Seseorang yang terkasih
H Rekan-rekanku seperjuangan
# Bangsa dan Agama
# Almamaterku
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A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mencita-citakan terwujudnya negara yang adil, makmur, 

sejahtera lahir dan bathin (material dan spiritual) yang berdasarkan Pancasila. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, peranan pemerintah atau penguasa sangat penting, bahkan 

ia harus secara sadar berusaha untuk membawa rakyat dan negara kearah yang dicita-

citakan. Dalam hal ini pengaturan melalui sarana berupa hukum tidak dapat

ditinggalkan.

Demi kepastian hukum, maka terhadap suatu tindak pidana harus ada

ancaman pidana yang pasti, tanpa dipandang siapa yang melakukan dan apa motif

dari perbuatan itu, hal serupa juga berlaku terhadap pengguguran kandungan atau

abortus.

Abortus adalah suatu masalah yang mengatur banyak segi kehidupan dan

peghidupan manusia dan masyarakat. Ia meliputi masalah kesusilaan, agama,

kesehatan, hukum dan sosio-ekonomis.

Kalau ditelusuri secara seksama, maka pandangan yang menyangkut masalah

abortus dapat kita lihat dari dua segi; yaitu abortus menurut Undang-undang dan 

abortus sebagaimana terjadi dalam praktek, yaitu dalam kenyataannya.

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur masalah abortus provocatus 

terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai adanya



2

abortus provocatus dalam norma hukum terdapat di dalam KUHP, ditentukan sebagai 

kejahatan terhadap nyawa yang terdapat pada Buku II Bab XIX Pasal 346, 347, 348

dan 349.

Dengan demikian pada hakekatnya abortus provocatus itu sama dengan

pembunuhan. Jadi bagaimanapun juga dan siapapun yang melakukannya, tetap

merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Beberapa pasal yang melarang pengguguran kandungan atau abortus,

diantaranya pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “ Seorang wanita yang

dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya atau

meninggalnya anak yang dikandung, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun11.

Selanjutnya pasal 348 KUHP, yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebebabkan gugur atau meninggalnya anak

yang berada di dalam kandungan seorang wanita dengan seizin wanita

tersebut, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan empat bulan.

(2) Apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya wanita tersebut, maka ia

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Menurut isi pasal-pasal tersebut, disyaratkan adanya wanita yang mengandung 

yang harus dibuktikan, sedangkan untuk membuktikannya diperlukan bantuan 

kemampuan ilmu kedokteran forensik
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Selanjutnya kalau diteliti Pasal 346 dan 348 KUHP tersebut di atas, tidak 

dengan jelas menyebutkan apakah pada saat dilakukannya abortus, kandungan yang

bersangkutan dalam keadaan hidup.

Oleh karena itu diadakan pasal penampungan, yang selalu ditempatkan

sebagai tuduhan subsidiair, yaitu pasal 299 KUHP, atas dasar mana dapat dihukum

barang siapa yang sengaja mengobati seorang wanita dengan menyatakan atau

menimbulkan harapan dapat menggagalkan kehamilannya.

Seperti telah dijelaskan, bahwa masalah abortus selain menurut Undang-

undang, ada juga abortus sebagaimana terjadi dalam praktek, yaitu menurut

kenyataannya.

Jika kita tidak banyak mendengar adanya perkara abortus sampai kemuka

pengadilan, hal ini tidak berarti bahwa di tanah air kita tidak pernah ada pengguguran

kandungan. Data atau informasi mengenai pengguguran kandungan ini dapat kita

ketahui dari media cetak maupun media elektronik yang sering kali kita lihat

tayangannya di televisi, berita yang menghebohkan akhir-akhir ini adalah mengenai

pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Maria Eva, yang nota bene melakukan 

hubungan intim dengan M. Yahya Zaini, yang tayangan gambar adegan pornonya

tersebar di Hand Pone.

Abortus yang dilakukan di tanah air kita boleh dikatakan hanya ada dua

katagori, yaitu:

1. Yang dilakukan atas dasar indikasi medik, dan
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2. Yang dilakukan atas dasar pertimbangan moril.!)

Abortus yang dilakukan atas dasar indikasi medik, yang disebut abortus

provocatus therapeuticus, umumnya dilakukan secara terang-terangan di rumah-

rumah sakit, setidak-tidaknya oleh dan atas tanggungjawab dokter-dokter ahli,

kebanyakan ahli-ahli kebidanan dan penyakit kandungan, karena sebagian besar

terjadi dalam usaha menolong persalinan.

Sedangkan abortus yang dilakukan atas pertimbangan moril, yang disebut

juga abortus provocatus criminalis, maksudnya ialah abortus yang dibuat dengan

sengaja oleh seseorang dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang

melawan hukum, karena merupakan tindak pidana (kejahatan). Motif yang

mendorong dilakukannya abortus semacam ini hampir sama, karena merasa malu

melahirkan bayi hasil hubungan gelap atau perkosaan, juga tidak menutup 

kemungkinan di mana memang tidak suka akan anak, supaya dapat hidup dengan 

bebas dan lain sebagainya.

Bagaimanapun juga dan siapapun yang melakukan abortus, tetap merupakan 

kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi lain halnya dengan abortus atas 

dasar indikasi medik yang prosesnya dilakukan dirumah sakit serta dikerjakan oleh 

team dokter, tidak bertentangan. Baik dengan asas prikemanusiaan yang berlaku 

dalam masyarakat umum, maupun dengan rasa keadilan. Perbuatan tersebut tidak

Isnaini, Aspek-aspek penting yang dilupakan dalam rancangan undang-undang pengguguran 
kandungan, Majalah Hukum Sangkakala Peradilan No 9, Tahun 1973. hlm 12
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dipandang perbuatan yang melawan hukum, karena bertindak sesuai dengan ilmu 

pengetahuan serta etik dan moral kedokteran.

Sebagaiman diketahui bahwa, kita mengenal sifat melawan hukum yang

formil dan sifat melawan hukum yang materiil dalam hukum pidana.

Dengan sifat melawan hukum yang formil, dimaksudkan sebagai melawan

undang-undang. Yang berpendirian sifat melawan hukum yang formil, memandang

melawan hukum sama halnya melawan undang-undang. Sedangkan pendirian yang

materiil menyatakan bahwa, belum tentu kalau perbuatan yang dilarang undang-

undang bersifat melawan hukum. Yang berpendirian ini menyatakan bahwa: “Yang

dinamakan hukum bukanlah hanya undang-undang saja, sebab disamping undang-

undang (hukum tertulis), masih terdapat hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-

norma yang hidup atau kenyataan-kenyataan yang hidup dan berlaku dalam 

masyarakat”.2)

Selanjutnya Vos yang berpendirian sifat melawan hukum yang materiil

menyatakan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang

oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa,

apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, menurut pandangan materiil

yang menentukan adalah masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan hukum pidana kita sebagian besar 

telah terwujud kedalam peraturan perundang-undangan, dimana termasuk juga pasal 

346, 347, 348 dan 349 KUHP. Oleh karenanya pandangan sifat melawan hukum yang

2,Su\vondo, Himpunan kary a tentang hukum pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 80
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materiil ini hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan suatu perbuatan,

meskipun masuk dalam perumusan undang-undang, akan tetapi tidak merupakan

perbuatan pidana menurut hukum (tidak tertulis). Hal ini biasanya dinamakan fungsi

yang negatif dari pada sifat melawan hukum yang materiil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan

mengkaji mengenai pengguguran kandungan atau abortus yang akan dituangkan

dalam suatu karya tulis dengan judul “ABORTUS PROVOCATUS DILIHAT

DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini

adalah:

1. Bagaimanakah abortus menurut undang-undang dapat diberlakukan dan 

dipertahankan bila dilihat dari aspek hukum pidana di Indonesia ?

2. Bagaimanakah pertimbanagan abortus dengan indikasi medik diperkenankan

di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

Skripsi ini bertujuan untuk:

l. Untuk mengetahui bagaimana abortus menurut undang-undang dapat 

diberlakukan dan dipertahankan bila dilihat dan aspek hukum pidna di

Indonesia.
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2. Untuk mengetahui pertimbangan abortus dengan indikasi medik

diperkenankan di Indonesia.

Dengan penelitian ini diharapkan adanya dua manfaat yakni:

a. Manfaat sosial kemasyarakatan

b. Manfaat ilmiah.

Manfaat sosial kemasyarakatan diharapkan bahwa dengan adanya penelitian

ini dapat disajikan bahan atau keterangan kepada masyarakat tentang sanksi bagi

mereka yang melakukan atau membantu melakukan abortus dengan tanpa adanya

indikasi medik, sedangkan manfaat ilmiah diharapkan bahwa hasil penelitian ini

dimaksudkan untuk memberi manfaat perkembangan di bidang hukum, khususnya di

bidang hukum pidana.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai beiikut:

a. Jenis-jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif

analitis. Yakni penelitian yang menggambarkan informasi yang berdasarkan

pada fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Muhammad Nasir dalam bukunya

mendefinisikan penelitian deskriptif ini sebagai suatu deskripsi atau gambaran
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sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diteliti.3)

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni penelitian yang 

menghasilkan deskripsi berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari fenomena 

yang diteliti.4) Kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dilanjutkan dengan membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan pada skripsi ini.

secara

b. Data/Bahan Hukum

Data utama penelitian didasarkan kepada data sekunder, yang akan

dikaji sumber bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

b. Bahan hukum sekunder, yaitu asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin

dan lain sebagainya,

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, dokumen, ensiklopedia, literatur

(buku-buku), majalah, jurnal..

c. Jenis Data Penelitian

a. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa pendapat, sikap dan

J)Muhammad Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 63 
4)Le\i J Moleong , Metode Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996, hlm 6
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prilaku responden mengenai abortus provocatus dilihat dari aspek hukum

pidana di Indonesia,

b. jenis data yang dipergunakan untuk mendukung data primer adalah data

sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang teridiri

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Penentuan Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Dokter Kebidanan dan

Ahli Kandungan, hakim Pengadilan Negeri. Dari populasi di atas dapat ditentukan

sampel yang akan diteliti dengan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih

sampel berdasarkan kriteria atau ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan

erat dengan ciri-ciri populasi.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan dilakukan secara terarah serta

mendalam, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan

yang telah disiapkan terlebih dahulu, bentuk wawancara merupakan

wawancara terbuka (open iniervicw),
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b. Dokumentasi

Melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum 

dan keterangan lain yang telah dibukukan yang berhubungan dengan materi

objek yang diteliti.

f. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diproses melalui cara editin, yaitu

diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasannya dan kevalidasiannva.

Kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan dibanding-bandingkan dengan

konsep atau teori yang ada, kemudian data disusun dan dianalisis.

g. Teknik Analisis Data

Analisi data dipergunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan 

gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk

mendapatkan kesimpulan.
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